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BUPATI BANYUMAS 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 

NOMOR  31 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 56 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 

KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI BANYUMAS, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit Umum Daerah Ajibarang 

Kabupaten Banyumas, perlu melakukan 

perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan 

Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan 

Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

Kabupaten Banyumas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4431); 

3. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009  tentang  

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5607); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang  

Keperawatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5612); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

159); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ 

MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan 

Komite Medik di Rumah Sakit; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 

2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas 

Rumah Sakit; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 

2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah 

Sakit; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 / 

MENKES / SK/VI /2002 tentang Pedoman 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By 

Laws); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16    

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri 

D); 

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 

2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit 

(Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 

56); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 

56 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN INTERNAL 

RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN 

BANYUMAS 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 

2017 tentang Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diubah sehingga 

Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit yang dilakukan 

oleh Pejabat Pengelola mempunyai tugas : 

a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; 

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;  

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 

e. mengawasi dan menjaga pelaksanaan peningkatan mutu dan 

keselamatan pasien; 

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; 

g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 

h. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika 

profesi, dan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai 

wewenang : 

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja 

dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit; 
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b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan 

Pemeriksa Internal     Rumah     Sakit     dengan     sepengetahuan 

Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi 

tindak lanjut; 

c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen 

lainnya mengenai penyelenggaraan  pelayanan  di  Rumah  Sakit  

dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan 

Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) atau Dokumen 

Pola Tata Kelola (corporate governance); 

d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di 

Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital 

by laws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance); 

e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun 

Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) atau Dokumen 

Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh 

pemilik; dan 

f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah 

Sakit. 

 

(3) Dewan Pengawas berkewajiban:       

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA 

yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan 

pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah 

yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD; 

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD; 

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam 

melaksanakan pengelolaan BLUD; 

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan dan 

non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan 

penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;  

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan 

g.   melaksanakan review Visi dan Misi Rumah Sakit setiap tahun 

sekali. 
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(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis 

kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan 

sewaktu-waktu diperlukan. 

 

Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

    

  Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 6 Agustus 2018 

    Pj. BUPATI BANYUMAS 

ttd 

     BUDI WIBOWO 

 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada tanggal 6 Agustus 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
 

ttd 
 
 

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP 196401161990031009 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 31 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

 
 

ttd 
 

FATCHURROCHMAN, S.H. 
Pembina Tk. 1 

NIP 196403221993091001 
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